
Menimbang 

Mengingat 

W ALIKOT A MAGELANG 

PERA Tl.JRAN W 
NOM ALIKOTA MAGELANG 

OR 45 TAHUN 2010 

TENTANG 

TATA CARA PELIMP AHAN URUSAN 
PE:MERINT AHAN DAERAH KEP ADA LURAH 

DEN GAN RAl-IMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

W ALIKOTA MAGELANG , 

a. bahwa pelimpahan urusan Pemerintahan Daerah kepada Lurah 
berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 
2007 tentang Pelimpahan Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota 
kepada Lurah, bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada 
masyarakat; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 
huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara 
Pelimpahan Urusan Pemerintahan Daerah kepada Lurah; 

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan · 
Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingk:ungan Propinsi Jawa Timur, 
Jawa Tengah dan Jawa Barat; 

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53); 

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 
T hun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 

3; Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tah~n 2008 Nomor_ 59, Tambahan Lembaran 
Ne ara Republik Indonesia Nomor 4844), 

g p merintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan 
4. Peraturan e · · T h 2005 N b Negara Repubhk Indonesia a un omor 159, 

(Lem ~:: Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588); 
Tamba p rintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 

5 Peraturan eme p · h · . dan Pengawasan Penyelenggaraan emennta an Daerah 
Pembmaan N ara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, 
(Lembaran et ran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 
Tambahan Le~d a Nomor I Tahun 2007 tentang Peraturan Presiden 

6. Peraturan Presi hen Pengundangan, Dan Penyebarluasan Peraturan 
tentang Pengesa an, 
Perundang-Undangan; 



7. Peraturan D 
U aerah Kota M 
D rusan Pemerintahan y agelang Nomor 2 Tahun 2008 tentang 

2;;rah Kata Magelang ;s Menjadi Kewenangan Pemerintahan 
8 Nomor 2)- embaran Daerah Kota Magelang Tahun 

8. Peraturan M ' . 
p 1· enten Dalam N . 

e impahan Urusan p . egen Nomor 36 Tahun 2007 tentang 
emermtahan K b a upaten/Kota Kepada Lurah; 

MEMUTUSKAN : 

:Menetapkan PERATlJRAN W ALIK 
URUSAN PEMERINTAHANOTA TENT ANG TATA CARA PELIMP AHAN 

DAERAH KEP ADA LURAH. 

BABI 
KETENTUAN lJMUM 

Pasal I 

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan . 
1. Daerah adalah Kota Magelang. · 

2. PemeDrPinRDtahan Daerah adalah peny_elenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah 
dan menurut asas otonom1 dan tu b · · . . . gas pem antuan dengan pnns1p Negara Kesatuan 
Repubhk Indonesia sebaga1mana dimaksud dalam Undang-U d D N R bl'k 
l d 

· T h 
1945 

n ang asar egara epu 1 
n ones1a a un . 

3. Peme~ntah Da~rah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan 
pemenntahan d1 daerah. 

4. Walikota adalah Walikota Magelang. 
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SK.PD adalah perangkat daerah 

pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang. 
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kota Magelang. 
7. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kota Magelang dalam 

wilayah kerja Kecamatan. 
8. Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pengumpulan data dan informasi terhadap 

seluruh rincian urusan pemerintahan daerah yang dimungkinkan dapat dilimpahkan 
pelaksanaannya kepada Lurah. . . . . . . 

9. Pengkajian adalah kegiatan yang dilakukan untuk 1:1eneht1 dan_ mengkaJt rmcia_n. uru~an 
tertentu berdasarkan data, informasi dan keterangan lamny_a b_erka1tan dengan kond1s1 s0s1~1, 
ekonomi dan budaya masyarakat guna menilai apakah nnc1an urusan tertentu akan leb1h 
berdaya guna dan berhasil guna bila dilaksanakan oleh kelurahan. . . 

10. Penetapan adalah kegiatan Walikota Magclang unt: menetapkan keputusan nnc1an urusan 
pemerintahan daerah yang dilimpahkan kepada Lur · . . . . . . 

11 E . • t k menilai tingkat efis1ens1 dan akuntab1htas yang d1capa1 
• valuas1 adalah keg1atan un u . h d erah yang dilimpahkan kepada Lurah. 
dalam pelaksanaan rincian urusan P~=ta a~ ha Pemerintah Daerah untuk mewujudkan 

l 2. Pembinaan adalah upaya yang dil 
1
. an ho: urusan pemerintahan daerah kepada Lurah. 

t . . elenggaraan pe impa a 
ercapamya ttlJuan peny . an ditujukan untuk menjamin agar pelimpahan urusan 

13 • Pengawasan adalah proses kegaatan Y fi ~ dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan 
pemerintahan daerah berjalan secara e tSien 

peraturan perundang-undangan. 
1 

h fu gsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan 
14. Urusan Pemerintahan Daerah ad~ a ~k mengatur dan menguru~ fungsi-fungsi tersebut 

kewajiban Pemerintah Kota Mageiang un gka melindungi, melayaru, memberdayakan dan 
. . nnya dalam ran yang menJad1 kewenanga . . 

menyejahterakan masyarakat. merintah daerah yang berupa fungs1-fungs1 
15 Ri . h b ian urusan pe 

• ncian urusan adal~ . a~ s esifik. . . . 
pemerintahan yang leb1h nnc1 dan P pemenntahan yang d1hmpahkan dalam 

16. Prinsip efisiensi ad~lah ba~w\er:;;n guna dan berhasil ~na dilaksanakan oleh 
penanganannya dipast1kan Ieb1h_ i oleh perangkat daerah lamnya. 
Kelurahan dibandingkan apabila ditangan 



ingkatan akuntabilitas adalah bah . 
J 7. pe~ ban lebih langsung/dekat d b w: urusan Pemermtahan yang dilimpahkan kepada 

J(e ura rusan yang ditangani I han er ampakiberakibat kepada masyarakat dibandingkan 
dengan u T" p k . . 0 e perangkat daerah lainnya 

JS. Tim adalah Im eng •11an dan Evaluasi Peiimpahan U~n Pemerintahan Daerah kepada 1urah. 

Pasal 2 

(I) Walikota melimpahkan llIUsan Pemerintahan Daerah kepada Lurah disesuaikan dengan 
kebutuhan kelurahan d~n~an me~perhatikan prinsip efisiensi dan peningkatan akuntabihtas. 

(Z) Dalam menerapkan prmsip efisiensi d~~ peningkatan akuntabilitas sebagaimana dimaksud 
ada ayat (I), penentuan urusan yang d1hmpahkan dengan mempertimbangkan : 

pa. kemampuan kelurahan menyelenggarakan jenis urusan tersebut; 
b. rincian urusan tertentu sudah mempunyai regulasi yang jelas; 
c. rincian urusan tertent~ ?ersifat teknis operasional pelayanan kepada masyarakat; 
d. dampak sosial yang d1timbulkan hanya dalam lingkup kelurahan; dan 
e. jenis urusan tert~ntu mempunyai tingkat kompleksitas permasalahan yang dapat 

diselesaikan pada tmgkat kelurahan. 

BABil 
LINGKUP URUSAN PEMERINTAHAN YANG Dil.JMP AHKAN 

Pasal 3 

(I) Urusan ~~jib yang dapat dilimpahkan meliputi : 
a. pend1d1kan; 
b. kesehatan; 
c. lingkungan hidup; 
d. pekerjaan umum; 
e. penataan ruang; 
f perencanaan pembangunan; 
g. perumahan; 
h. kepemudaan dan olah raga_; 
1. penanaman modal; h· 
j. koperasi dan usaha kecil da~ ~~nenga , 
k. kependudukan dan catatan s1p1l, 
I. ketenagakerjaan; 

m. ketahanan pangan; d perlindungan anak; 
n pemberdayaan perempuan an . htera· 
o: keluarga berencana dan keluarga seJa ' 
p. perhubungan; . . . 
q. komunikasi dan mformattka, 

r. pertanahan; rfk dalam negeri; . . . k ngan daerah, perangkat daerah, s. kesatuan bangsa dan po_ 1 :ahan umum, admm1stras1 eua 
t. otonomi daerah, pemennd. . 

. d persan 1an, 
kepegawa1an, an kat dan desa; 

u. pemberdayaan masyara 
v. sosial; 
w. kebudayaan; 
x. statistik; 
y. kearsipan; dan/atau 
z. perpustakaan. . .. 

W<an mehput1 . 
d t dilimpa (2) Urusan pilihan yang apa 

a. perikanan; 
b. pertanian; 
c. kehutanan~ 



d. energi dan sumber daya m· 
P

ariwisata; tneral; e. 
f industri; 
g. perdagangan; dan/atau 
h. ketransmigrasian. 

TATA CARA. BAB III 
PELIMJ> AHAN URUSAN 

Pasal 4 

pelimpahan urusan wajib dan urusan ·i·h . 
· · · · • P1 1 an d1iaksanak a. invent3!_1sas1 Jems -Jenis urusan yan k . . an melalui tahap : 

b. pengkaJtan terhadap rincian urusan ga~ an dih~~ahkan; 
c. penetap_an rincian urusan yang dilijpa!:~~~ dihmpahkan; 
d. evaluas1 pelaksanaan pelimpahan urusan. ' an 

Pasal 5 

(1) Inventarisasi, pengkajian, dan evaluasi b . 
oleh Tim Pengkajian dan Evalua . p st agaimana maksud dalam Pasal 4 dilaksanakan 
Lurah. ' SI e impahan Urusan Pemerintahan Daerah kepada 

(2) Tim sebagai~ana dimaksud pada ayat (l) terdiri dari: 
a. Sekretans Daerah sebagai Ketua· 
b. Asisten yan? membidangi ~emerintahan sebagai wakil Ketua; 
c. Kepala Bag1an Tata Pemenntahan sebagai sekretaris· 
d. Beberapa orang anggota dari SKPD sesuai kebutuh~· dan 

(3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan deng~n Keputusan Walikota. 

Pasal 6 

Penetapan rincian urusan Pemerintahan Daerah yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 4 huruf c ditetapkan dengan Keputusan Walikota. 

Pasal 7 

(1) Inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanak~n dengan pengumpulan 
usulan jenis urusan yang akan dilimpahkan yang berasal dan Kelurahan dan SKPD 

pelaksana urusan. 
(2) Kepala SKPD dapat menyampaikan usulan kepada Walikota mengenai jenis urusan 

Pemerintahan Daerah yang akan dilimpahkan kepada Lurah. . 
(3) Lurah dapat menyampaikan usulan jenis u~san Pemenntahan Daerah yang akan 

d1
·1· hk b dengan penyampa1an laporan penyelenggaraan urusan 

1mpa an ersamaan ah ah b k 
Pemerintahan Daerah yang dilimpahkan kepada Lur t un er enaan. 

Pasal 8 

(
1) . .. .

1 
• tarisasi jenis-jenis urusan Pemerintahan Daerah yang 

Tim melakukan pengkaJ1an has1 mven 

( 
akan dilimpahkan. .. . eminta pertimbangan dan melakukan koordinasi 

2) Dalam melakukan pengkaJian, Tim m k •t 
d ak urusan ter aI · . ~ngan Kepala SKPD pel_ s~~ tentang jenis urusan Pemermtahan Daerah yang akan 

(3) T_1~ menyampaikan has1l kaJ1an Walikota untuk ditetapkan. 
dihmpahkan dan diusulkau kepada 



- 5 -

Pasal 9 
(l) Setiap tahun Tim melaksanakan 

1 
. 

Lurah eva uas1 pelimpaha 
. · t k n urusan Pemerintahan Daerah kepada 

(Z) Tim mene ap an metode untuk mel k 
(1) a sanakan eval · 

. uasi sebagaimana dimaksud pada ayat 

BAB IV 
PELAKSANAAN 

Pasal 10 

}ljncian urus_an Pemerintahan Daerah yang telah di . . 
6 diserahtenmakan dengan berita acara ya d' akt~tapkan sebaga1mana d1maksud dalam Pasal 
' ng is sikan oleh Camat terkait. 

Pasal 11 

Pemerintah Daerah dapat menambah urus p . 
ah an emermtahan Daerah yang dilimpahkan kepada 

Lur . 

Pasal 12 

Apabila pelaksanaan urusan ~emerin!ahan Daerah yang telah dilimpahkan kepada Lurah dalam 
kurun waktu 1 (satu) _tahun t1dak berJalan secara efektif, Walikota dapat menarik sebagian atau 
seluruh urusan pemenntahan yang telah dilimpahkan. 

Pasal 13 

(1) Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 3 disertai dengan sarana, prasarana, pembiayaan, dan personel. 

(2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (I) diberikan dengan prinsip 
proporsional, efektif dan efisien. 

(3) Personel sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dilaksanakan mel~lui penyesuaian kuantitas 
maupun kualitas Sumber Daya Manusia Kelurahan secara propors1onal untuk melaksanakan 
rincian urusan yang dilimpahkan. 

BABV 
PEMBIAYAAN 

Pasal 14 

. D ah yang dilimpahkan kepada Lurah dibiayai dengan 
(1) Pelaksanaan urusan Pemermtahan aer 

Anggaran Pendapatal_l dan Bel~nja Datah. da ayat (1) dialokasikan melalui Anggaran 
(2) Pembiayaan sebaga1mana dimaksu ~a tuk kegiatan dalam rangka pelaksanaan rincian 

Pendapatan dan Belanja Daerah dalam en 
urusan yang dilimpahkan. 

BABVl 
PELAPORAN 

Pasal 15 

( . aikan laporan p 1) Setiap akhir tahun Lurah men~amp elalui Camat. 

elaksanaan urusan Pemerintahan Daerah 

Yang dilimpahkan kepada Wahkota mkup . 
(2) ~A" • • ak d menca · J.vJ.aten laporan yang dim su . 

a. dasar hukum· h yang dilimpahkan, 
• . h oaera 

b. rincian urusan Pemennta an 



realisasi pelaksanaan urusan· 
~-- kendala yang dihadapi; ' 

Iangkah pemecahan masalah· 
~- rekomendasi; dan ' 

g. usulan penambahan atau perubaha . . 
· n nnc1an urusa . . 

n yang d1hmpahkan tahun berikutnya. 

PE~IN BABvu 
AAN DAN PENGAWASAN 

Pasal 16 

(I) Walikota melakukan pembinaan dan 
emerintahan daerah yang dilimpahk k pedngawasan terhadap penyelenggaraan urusan 

P an epa a Lurah 
(2) Pembinaan dan pengawasan sebagaim d' k · 

d C t 
ana 1ma sud pada ayat (1) dapat didelegasikan 

kepa a ama. 

BAB VIII 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 17 

Peraturan Wal ikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan 
penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang. 

Diundangkan di Magelang 
pada tanggal 31 Desember 2010 

itetapkan di Magelang 
ada tanggal 

OTA MAGELANG, 

SIGIT WIDYONINDITO 

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG 
Pit 

AZI AGUS SURYA 

BERITA DAERAH KOTA MAGELANG 
TAHUN 2010 NOMOR 45 


